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ABSTRAK -

CATATAN : -

Untuk Mewujudkan dan menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seruyan, diperlukan
suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, guna meningkatkan
pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan.

Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kalimatan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 tanggal
19 agustus 2021; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi
Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota; Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2023 Nomor:SP DIPA — 115.01.2.686349/2022, tanggal 30
November 2022;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan 11 November 2023
dan ditetapkan tanggal 11 November 2023;



